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ABSTRACT

The development of an area can be adjusted by the regional government based on the potential
and uniquenessf the region through legal products, one of whicleigional regulations. The
existence of a gaonal regulation with a religious dimension is always associated with the-socio
cultural factors of the local community which are identical to Islam whialeflsected in daily

life. As in the City of Banjarmasimvhich has a Regional Regulation of thayGif Banjarmasin
Number 13 of 2003 Juncto Regional Regulation Number 4 of 2005 concerning the Prohibition of
Activities in the Month of Ramadan.

The purposeof this study was to determine the suitability of #imve mentioned regional
regulations as regnsive and substantively just regional regulations. The research method in
this research is a process that systematically identifies the law from a regudatitime real
impact of a regulation that already exdstind is currently running. This study alsses the level

of synchronization method vertically and horizontally, whether the Banjarmasin City Regional
Regulation is in accordance with the philosophiaadl juridical and sociological foundations in

the fomation of legislation and is in sync withethegulations above.

The result of the research is that the Banjarmasin City Regulation Number 13 of 2003 Juncto
Regional Regulation Number 4 of 2005 conaggrthe Prohibition of Activities in the Month of
Ramalan, does not meet the philosophical, juraicsociological aspects as a good regulation
based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislatibation, and
contrary to Law Nurner 23 of 2014 concerning Regional Government, soahasponsive and
substantive legal modificain is needed to the Regional Regulation in order to realize legal
certainty and legal benefits for the residents of the City of Banjarmasin.

Keywords:Rekvansi, Modifikasil.ocal regulation

ABSTRAK

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikampeheeintah daerah berdasarkan potetan
kekhasan daeramelalui prodikk hukum salah satunya peredn daerahKeberadan Perda
berdimensi gama di derah seldu dikaitkan faktor sosial budaya masyarakat lokalnyang
idertik dengan Islam yantercermindalamkehidupan sehatari. Seperti d Kota Banjarmasin
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yang memilik Peraturan DaeraKota BanjarmasirNomor 13 Tahun 2003uncto Peraturan
DaerahNomor 4 Tahun 2005entang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

Tujuan daripenelitan ini adalahuntuk mengeahui kesesuaiarPeda tersebut di atasebagai
Perda yangespondi dan bekeadilan substantif Metode penelitiardalampenelitianini adalah
sebuah proses yag secara sisteatika hukummelakulkan identifikasidari sebuahperaturan
terhadapdampak nyata dasebuahperaturaryangsudah ada dan tengah berjalBeneltian ini
juga menggunakan metle taraf sinkronisasi secara védl dan horizontalapakahPeraturan
DaerahKota Banjarmasintersebuttelah sesuai dengan landasan filosofis dan gisriserta
sosiologis dalam pembentukan penan perundangndangan serta sinkron terhadagrgturan
yang di atasnya

Hasil penelitian adalah PeraturanDaeah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 200dncto
Peratwan DaeralNomor 4 Tahun 2003entang Larangan KegiatandzaBulan Ramadhatidak
memenuhiaspd filosofis, yuridis sosiologissebagai suatu pmiuranyang baik berdasarkan
UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 Tentang PembentukareRturan PerundgrJndangan
dan bertentangan dengan Unddsigdang Nomor 23 Tahun 20 Tentang Pemerintahan Daerah,
Sehingga dibutuhkan modifikasi hukugang sifatnya resfonsif dan berkeadilan substantif
terhadap Perda terasghagar tewujudnyakepastian hukum dakemanfagan hukum bagwarga
Kota Banjarmasin

Kata Kunci: Relevansi, Modikasi, Peraturan Daerah
PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara huksgbagaimana tertuang dal&@asal 1 ayat (3) UD 1945.
Konsekuensi negara kum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah bahwa
negara Indonesia harus berdasarkan hukuech{staat dan bkan berdasarkan kekuasaan
(machtstagt Negara didengggarakan dengan prinsifine rule of law not of man Menurut
Julius Stah konsep negara hukum yang disebutnya dengan istelehtsstaatitu mencakup 4
(empat) elemen penting, yaitu:

1. perlindungan &k asasi manusia;

2. pembagian kekuasaan;

3. pemerintahan berdasarkan undamdang;
4. peradilartata usaha negara

Peratwan perundangindangan merupakan hukum secara tertulis. Sebagai hukum tertulis
maka tatanan peraturan perundamglangan mengikuti pgpahan tatanan hukum. Tatanan

1 Azhari, Negara Hukum Indonesl®95 Anal i sis Yuridis Nor matJaKataaTent ang
Ul P hira.86s
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hukum itu sendir menglami perkembangan swa@ perlahaigevolutior). Philippe

NonetdanPhilip Selznickmenggambarkan perkembangan tatanan hukum sebagai erikut

1. Tatanan Hukum Represif, yakni hukum didang sebagai abdi kekuasaapresif dan
perintah dari yang berdail Cri Tatanan Hukum Repriésdalah sebagai berikut
a. Kekuasaan politik nmailiki akses langsung pada institusi hukum, sehingga tata hukum

praktis menjadi identik dengan negara, dan hullisubordinasi pada raisehé et at .

b. Konservasi otoritas menjadpredkupasi berlebihan para pejababhukum yang
memuncul kan ¢ p e aknippergpekiif fyangp memandaag leraguay harus
menguntungkan sistem, dan sangat mementingkan kemudahan adtifinistra

c. Badan kontrokhusus menjadi pusat kekuasaan independag gisolasi dari konteks
sosialyang memoderatkan dan kapabel melawan otqitisk.

d Rezim da@hwlkbdwm menginstitusionali sasi keadi |l
melegitimasi polgola subordinasosial.

e. Perundangindangan Pidana mencenkandominant mores/ang sangat
menornolkan legal moralism.

2. Tatanan Hukum Otonomugakni hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu
mengendalikan represi dan melindungi integritasnyalisie Tataran hukum ini berintikan
pemerintahamiRule ofLaw, subordinasi putusan pejabat padakum, integritas hukum, dan
dalam kerangka itunstitusi hukum serta secara berpikir mandiri memiliki bétaiss yang
jelas. Ciri tatanan Hukum Otonomus atakebagaidrikut:

a. Hukum terpisah dari politik yangengimplikasika kewenangan kikakiman yandpebas
dan separasi fungsi legislatif dan fungslisial.

b. Tatahukumme ngacu &émodel aturano

b. Dalam kerangka ini, maka aturan membantu penegakan penilaidradapr
pertanggungjawaban pejabat. Selain itu, atureambatasi kreatitas institustinstitusi
hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah goliti

c. Prosedur dipandang sebagai inti hukuim dengan demikian maka tujuan pertama dan
kompetensi utama Tata Hutk adalah regulsai dan kelayakan. d. Loyalitas [radam
yang mengaruskan kepatuhan semua gil@ada aturan hukum positif. Kritik terhadap
aturan hukum positif harus dilaksanakan melaitgses politik.

3. Tatanan Hukum Responsif, hukum dipandang sebagsilitAtor respons atau sarana
tanggapan terhaddebutuhan dan agisi sosial. Pandangan imengimplikasikan dua hal.
Pertama, hukum itu hasufungsional, pramatik, bertujuan, danasional. Kedua, tujuan
menetapkan standar bagi kritik terhadap apa ynjglan. Ini berarti bahwa tujuan berfungsi
sebagai norma kritik dn dengan demikian mengefikan diskresi admmistratif serta
melunakkan rigo institutional surrendeDalam tipeini, aspek ekspresi dari hukum lebih
mengemuka ketimbang dalam dua tigeenya, dan keadilan substantif juga dipenitsrg di
samping keaddn proseduran

2 Philippe Nonet & Philip Selznick003 Hukum Responsif, Pilihan di Masa TransBenerjemah Rafael Edy
Bosco.Jakarta: Ford FourdionHuMa.
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Indonesia adlah salah satu negayang pemerintahannya meargit sistem pennmtahan
presidensil dimana pemerintah puga dalam penyelenggaraan pemerintahgan
didesentraliasikan ke pemerintahardi daerahmelalui sistem ¢onomi daerah Pel&sanaan
otonomi daerah di bonesia saat ini diatur dalam Undaddgdang Nomo 23 Tahun 2014
tentang Pemantatan Daerah yang diharapkan dapat membamdan mempermudah
penyelenggaraapememtahan Dengan adanya otonomi daerah, daerah itikerhak untuk
mergatur daerahnya sendiri namtetap dikontrol oleh pemerintah puséang dgat diartikan
jalannya furgsi pengawasan oleh pemerintah pudahgan tetapdanya pengawasan, kebebasan
itu tidak meagandung arti adanya kemerdekgamafhebkedijk).

Pelaksanaa otonomi daerah merupakaitikt fokus yang paling penting dalam rangka
menngkatkan kesejabtaan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan ole
pemerintah daerah berdasarkariepsi dan kekhasan daerah masmgsing melalui bdagai
macam prodk hukum salah satunya peretn daerah.

Peraturan Daerah selanjutnya diseBertda adalah paturan perundangndangan yang
dibentuk oleh Dewan PerwakildRakyat Daerah dengan persetujubersama Kepala Daerah
(gubernur atau bupati/walioka) yang didalamya terdapat cit@ita dan tyuan pemerintah dan
masyarakat suatu daerah éetu. Tujuan pemlatan suatu peraturan daerah yaitu sebagai
pedoman bagi masytat dan pejabat daerah suatu rdhetatentu dalam menjalankan
kehidupan bermasyakat dan pemerinten. Setiap daerah mempunyaraturan daerah yang
berbeda beda sesuai dendg@butuhan dandadaan masyarakat serta lingkungannya.

Sebagai daerah otonopemerintaan didaerd propnsi, kabupaten dan kothgrwenang
untuk membuat PeraturanaBrah dan Peturan Kepala DaeralPeratuan Daerah ditetapkan
oleh kepala daerah, setelamendapat persetujudrersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD). Substansi atamuatanmateri Peratura Daeah adalah penjabaran dari Peraturan
Perundangindanganyang tingkaannya lebih tinggi, denganemperhatikan ciri khas masing
masing daerah, dansubstansi materi tidakoleh bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturgrerundangan yang leébtinggi.*

Peraturan Daerah merupakan instrumen aturan yawcgras sah berikan kepada
pemerintah darah dalam menyelenggarakan pemerintahannyaak Seahun 1945 hingga
se&karang ini, telah berlaku beberapadangundangyang menjaddasar hukunpenyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Dselpaljai sala satu instrumen
yuridisnya. Kedudukan dan fungsi Peraturan Daerah berbeti@raayang satu dengaannya
sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuah di@angUndang Dasar 194%lan
UndangUndang Pemerintahan Daerahnya. Perbedaagbigrfuga tgadi pada penataan materi
muatan yang disebabkan karena luas sempitnyanigeng ada pada penmaeh daerah.

3 Phlipus M. Hadjon dkk,2008 Pengantar Hukum Administrasi Indonesi#ogyakarta Gadjah Mada
Uneversity Presiim. 79.
4 Siswanto Sunarn@012 Hukum Pemerintahan Daerah di Indoneslekarta Sina Grafika him.37
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Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undéhglang DasarNegara Indoesia Tahun 1%
menyatakanPemerintahan daerah piogi, daerah kabwgten, dan kia mengatur dan mengurus
serdiri urusan pemerintahan menurut asas otonomiwgas pembantuaKetentuan ini majadi
landasiasas penyelenggaraan pemerintah daefslanjutnya dalam aya(6) ditegaskan
bahwa Pemerintahan daerah berhak mapkan Peratnan Daerah dan peraturgeraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugasbantuan. Yang dimakd dengampemerintatdaerah
tersebut meliputi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rdbgatah. Ketentuan ayat (6)
tersebut menjadi landasan lstitusionalbagi Peraturan Daerah yangadin kedudukannya
dalam konstitusi sebagai ahlsatu jenis Peraturderundangindangan. 8lain ituPasal ini juga
menjadi landasan konstitusional bagi peRemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dm bidang égislasi. Fungsi ini dianggayang paling penting jika dibandingkan
dengan @ingsi lainnya. Fungsebislasi meupakan sua proses untuk mengakomodasi berbagai
kepentingan para pihafstaleholders),untuk menetapkan bagaimana pembangunan dalae
akan dibksanakan. Fungsi legislaadalah legislasi daerah yang merupakan fungsRIDP
Kabupaten/KotaintukmembentukPeraturan Berah kabupatékota bersama bupati/walikota.

Disamping itu, dalanmenjalankan fungsiegislasi ini Pemerintah Daeratan COPRD
berperanpula sebagapolicy maker,dan bukan hanyaolicyim plementerdi daerah. Atinya,
antara DPRD selgai pejabatpublik demgan masyarakat sebagatake holders, ada kontrak
sosial yang dilagiasi dengaffiduciary duty Dengan demikiarfiduciary dutyini harus dijunjung
tinggi dalamsetap proses fungsi legislasi.

Pada level konstitsi, Pasal 18 at (6) UndangUndang Dasar 1945 menetapkan bahwa
Pemerintah Daerah berhak menetapkan PeratuesraD dan peraturgreraturan lain untuk
melaksanakan ohomi dan tgas pembantuan. Keberadaa@angturan darah semakin menemukan
nilai fungsionénya sejalan degandi telapkannyaPeraturarDagah sebagasalah satu sumber
hukum positif di Indonesiaepertiyang terdapatialam Pasal 7 ayat (UndangUndang Nomor
12 Tahun P11 tentang Pembentukan Peraturan Perundamgangan.

Akan tetapi Peraturandaerah banyak menemukan masalah diantaranya bertentang
dengan peraturan yang lebih tinggetarkinya dan beentangan dengan Hak Asasi Manusia,
serta diskminatif. Sehingga dibtuhkan pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam
penyelenggaraapemerintahan di daerabertamemberikan keadilan substantiermasukjuga
peraturan daerah yanmengatur masalatkeagaman seperti ketertibapada saat bulan
Ramadhan

Keberadaan onomi daerah dilndonesiayang telah nenjadi konsensus nasaln
keberadaartonomi daerah bukan hanya sekedar untuk menjamin efisiensi dan efektivita
penyelenggaraan penm@ahan sajaskan tetapiotonomi daerah merupakan dasar memperluas
pelaksanaan desRrasi dan instrumen dalam rangkaewujudkan kemakmuran da
kesejahteraan kgat.

5 Charles Simabur2011 Konstitusionalias Pembatalan Peratura®aerah Melalui Keputusan Menteri
Dalam NegeriJurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitiepublik Indonesia, Volume IV &1, him. 143
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Amandemen UUD 1945 telah memberikan sejumlah paradigma baru dalam
penyelenggraan Pemeriahan Damh. Paal 18 tentang Pemerintahan Daerah pasca
Amandemen UUD 1945 telah ngadami perubahan yang signifikan lianding sebelumnya,
karena yang semulaekentuan pasal 18 terdiri dari 1 pasal saja, pasca Amandemen UUD 1945
bertambah mgadi 3 pasalPasal 8 terdii dari 7 ayat, pasal 18A terdiri dari 2 ayat, dan pasal
18B juga tediri atas 2 ayat. Berdasarkan peabhn tersebut, maka gean Otonomi Daeha
tetap dipertahankan di dalam UUD 1945 yang sudah mengalami amandemen selankalempa
dan degan dernkian pua tidak bisa dielakkan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah
memiliki payung hukum yang kuat karena mupakan amanah konstsiu

Sepk disahkanUndangUndang Naonor 23 Tahun 2014entangPemerintahan Daerah
sebagai pelaksanaaard otonomidaerah,Pemerindhan di Daerahmemiliki kewenangan yang
luas dalam pengelolaan di etahnya. Dengan adany@wenangan ang luas inilah, maka
implemertasi Perattan Daerah (Perdajang mengatur masalah keagamaaarak terjadi di
beberapa tempat di Indonesiantohrya adala terkait perda yang mengatur tata tedilmlaerah
nya pada saat lan Ramadhan

Pembuatan Perd&erkdt bulan Ramadhanitu banyaktidak memenhi standar baku
ketentuan pembuatan undangdang sebagaimana diaturmtdangUndang Nomor 12 Tahwn
2011junctoUndangUndang Nomor 15 Tahun 20i®ntang Pembentukan Peraturan Pesuagd
Undangan Dengan berpijak pada ndangUndang Nomor 12 Tahun 201ljuncto Undang
Undang Nomor 15 Tahun 201t¢ntang Pembentukan PeraturdPerundangJndangan yang
dalam skah satu pasalmy menyatakan bahwa PemerintBlaerah bisa membuat peraturan
daerah tau Idkal, maka daeraldaerah berlombantuk merumuskan Perd®eda sesuai ehgan
keunikan daerah masingasing,termasuk keunikan keberagamaannya. Perumusan Perda
bernuansa agamidu pun didasarkan pada argumentasi UUD 1945 pasal 29 yang membenarkan
pengaut agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Kenyataéenini sajamelahirkan
problem. Karena di satu sisindangundangkita membenarkan daerah untuk memproduksi
Perdasesuai degan keunikan daerah masinmsing, tetapi di sisi lain, dan ini s&y dilupakan,
sebagimana tertuang data UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentangPemerintahan
Daerah, disebutkarda enam urusan yang menjadi urupamerintahan pusataitu politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, peradiaoneter dan fiskal seri@gama Artinya, pemerintah
daer# tidak memilikikewenangan mengatur panatn tentang agama, karena pengaturan agam
hanyamenjadi wewenang pemerintah pusat.

Implementasbeberapa Perdaernuansa agantmanyak menimbulkan kontrovergiykan
saja dari kalagan mn-muslim yang menganggapnya sebggardadiskriminatif, namun dari
kalangarmuslim pun serta para ahli hukuatanegaraidak jarang yang menolak pemberlakuan
Perdh bernuansa agaan karena Perdaéernuansa aganmdianggap tidak sesuai dengan hukum
ketatanegaraan Indonasi

Menyikapi pemberlakuan Pertd@nuansa agameangberpotensi melahkandisintegrasi
bangs. Keberadan Perdderda lerdimensi gama di daerghseldu dikaitkan faktor scsial
budaya masyarakat lokalnyang idemik dengan Islam yantgrcermindalamkehidupan sehari
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hari. Sama halnya di #ta Banjarmasin yangnemiliki Peraturan DaeraKota Banjarmasin
Nomor 13 Tahun 2003uncto Peraturan DaeratNomor 4 Tahun 2005tentang Larangan
Kegiatan Pada Bulan Ramadhayang menjadi tinjauan paulis untuk dianalisisapakh
Peraturan Daerah yang sudah lama ditetapkarbigrsnasih relevan untuklaksanakan dan
juga memperdalam substansi datetentuanperda tentang larangan kegian pada buan
ramadhanini apakah merupakaneRla yang pada prasepembentukannya telah memenuhi
responbilitasdan leadilan substantif agadalam penegaén hukum Perda ini memberikan
kepastan hukumdan kemanfaatan hukum

Adapun maksud datujuan dari kapn ini adalahuntuk mengetahui dan menganaisi
kesesuaiaeraturan Daeralota BanjarmasiitNomor 13 Tahun 2003unctoPeraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2005tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan RamadiebagaiPerda yang
respondi dan bekeadilan substant dan untuk mengetahui dan menganalisis irk@i hukum
yang tejadi akibatmasihdiberlakukannya Peraturan Daetahsebuserta mtuk mengetah dan
menganalisis solusi yang tepat yang atagilakukan dalam menegakkdperaturan Daerah
terkait beberapaatangan kegiatan pada bul&amadhanAgar mariaa yang diperolehdari
penelitian ini menjadikan suaproduk peraturan daerah sefm suatu alatlalam transformasi
penyelenggaragpemerintafn di daeralyang aspiratif dan berkualitas

Metodologi yang dignakan dalampenelitianini adalah sebuahproses yag secara
sistematika hukummelakulan identifikasidari sebuahperaturan terhadagampak nyatadari
sebuatperaturanyangsudah ada dan tengah berjalBeneliian ini jugamenggunakan metle
taraf sinkronsasi secara vekil dan horizontal, apakaBeraturan DaeraKota Banjarmasin
Nomor 13 Tahun 2003uncto Peraturan DaeratNomor 4 Tahun 2005tentang Larangan
Kegiatan Pada Bulan Ramadh#glah sesuai dengan landasan filosofis dan gisriserta
sosiologisdalam pembentukan pewaan perundangndangan serta sinkron terhadagrgiuran
perundangundangan yang di atasnya

METODE PENEL ITIAN

Pereliti mdakukan pebagai penelitian metode disesuaikan dengan permasalahan yang
dibahas.fiMetode adalah cara melakukaesuatu dengareratur (sistematis)® Sedangkan
fpenelitian lkum merupakarkegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,satika, dan
pemkiran tertentu yang bertujuan untuk memperlajari satu atau beberapa hukum tertentu,
dengan jalan menganaligis.

Jenis penelitiaryang digumkan dalam penelitian irddalahperelitian hukumnormatif
(normative legal research)aitu suatu peelitian hukumyang meneliti normanorma hukum
melalui studi kepustakaan, dengan cara menganalisis suatu permasalahan nhd&lumn
peraturan pemdangundanga, literaturliteratur dan bahafbahan referensi lainnya yang
berhubungan denggermasalahan ygrmpenulis angkamenjadi penelitian dalam bentuk skripsi

5Abdulkadir Muhammad. 2@0 Hukum dan Penelitian HukurBandung PT Citra Aditya Bakti, him. 32.
“Ibid, him. 32.
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Penelitian hukum normatif menggunakan babahan hukum berupa pesedn perundang
undangan, seperti undargndang, putusarpengadila, hingga peraturan daerah. Dalam
penelitian ini selalu melandaamk pemikirannygada aturan perundanupdangan sebagai bahan
hukum utama penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan penuleéah penelitian désiptif analisis APenelitian
deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaakiaal yang
terkait dengan melukiskan secara sistematisefakta atau karakteristik paolasi tertentualam
bidang tertent secara fakial dan cerman®

Penelitian ini menggunakatipe pendekatan undangndang(statute approach)untuk
mengetahuapakahterjadi kekosagan hukum maupun kekaburan atau konflik nowmfigalam
sebuah peristiwa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada konteksPemerintahan Daerah yang memilkewenanganuntuk membentuk
Peraturan DaeraherdasarkarundangUndangNomor 12 Tahun 201Tentang Peabentukan
Peraturan Perundafigndangan dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 nrtang
Pemerintahan DaeraBbengan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan perundgadgngan
tersebut diharapkan Peraturan Daera@njadi salahatu instrument atau alat dalamdakukan
trandormasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyadderh yang mampu
menjawab perubaharang cepat dan tantangan pada era reformasi saat ini. Melalui pembentukan
Peraturan Daerah ressponsif yang padaes pembuatannya telah dilkkn dengan terecana,
aspratif, dan berkualitadiharapkan dapat menjagenggeak utama bagi perubahan mendasa
guna menjamirkepastiandan kenanfaatan prduk peaturan daerah agar memberikan manfaat
kepadaseluruh masyarakat di daér

Dari segi pembuatanya, kedudukan Peraturan Daerah bR#aturan Daerah Provinsi
maupun Peraturan Daerddabupaten atau Kota, pat dilihat setara dengan undamgdang
dalam arti sematmata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi
isinya, kedudkan peraturan yang mengatur materadaruang lingkup daerah berlaku yang
lebih sempi dianggap mempunyai kedukan lebih rendah dibandingkan peratudengan
ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, ungzatng menjadi lebih
tingg kedudukannya daripada Peraturareiha propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten ata
Peraturan Daerah kotlan sesuai prinsip hierarki peraturanymefangundangan, peraturan yang
lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang deréghih tinggi, maka
Peraturan Daeraidak boleh bertentangan dengan peraturan yebig tinggi derajatnya.

Peraturan Daeraldibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan
lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiaterpadap peratura
perundangundangan yang lebih tinggi tidakoleh sematamata berdasarkaripertingkatan,

8 Sarifuddin Azwar. 1998 Metode PenelitianY ogyakarta Pustaka Pelajar, him. 7.
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melankan juga paddlingkungan wewenangnyd Suatu Peraturan Daerah yang bertentangan
dengan suatu peraturan perundangangan tingkat lebih i (kecuali UUD) belum tentu
salah, kalau ternyata peraturarryrglangundangan tingkat yang lebih tinggi yanglamggar
hak darkewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan D&&rah.

Sebelum membahas lebih jauh terkait Peraturan Daealteimiunyakita harus lebih
dahulu mematimi pengertian darPeraturan Perundangdanga yang merupakan hukum
tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi atataran tingkah laku yang bersifat
abstrak dn mengikat umunit Istilah Perundangindangan législation atau gesetzgebung
mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1) Perunéngundangan sebagai sebuahog®s pembentukaratau proses membeiktu
peraturarperaturan negara, baik di tingkat pusat maughutingkat daerah;

2) Perundangindangan sebagai sd@ peraturan rgara, yang merupakan hasil proses
pembentukan peraturanpearatytaaik di tingkat pusat maupulitingkat daerah.

Sementara itu perudangdangan menurut Undatiéndang Nonor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukanerturan Perundangndangan yeni Peraturan teulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum danndilieatau ditetapkan oleh lemfpa atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang
undangan.Dalam tatararpemerintahan lokal, aspek hukudalam penyeleggaraan Pemerintah
Daerah di era otonomi merupakan salah satelkasang sangat terkait dengéamseluruhan
aktifitas penyelenggaraan Pemerintah DaePdmerintah Daerah, denghobungan kemitraan
antara DPRD elaku Badan Legislatif Daeratengan Kepala Derah beserta jajarannya selaku
Lembaga Eksekutif Daerah, tercemmdari produk hukum yang dihfk&an, yakni berupa
Peraturan Daerah baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten(Bimnani daerah yang
diberl&kukan setelah reformasi memaksstiap daeratmengakomodir masukan masyarakat di
daerah. Akibatnya muncul per&in daerah ati Perda yang harey cocok dengan berlaku
diwilayahnya.Namun sebagiaRerda tersebut cenderung diskriminatif dan tidak aiedanga
rasa keadilan di masyarakat

Salah satu Peml yang ber muatan syari 6éah adal ah
Tahun 2005 Tentang Perubahan ARasaturan Daerah Kota Barmasin Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan.

Peraturan Berah Koa Banjarmasin tentangatangan Kegiain Pada Bulan Ramadhan
pada kenyataanya tetap dan selalu dissssikan sebelum masuk bulan eathan, bahkan
Walikota terus melaksanak#&erda tersebufada tahun 222 Walikota Banjarmasin lbnu Sina
melalui Surat Edarannyaterlihat menegalkan untuk menerapkan Perda tentang Laramga
Kegiatan Selama RamadhaDA beberapa belied yang jadi acuan Wai& Bahjarmasin Ibnu

9 Jazim Hamidi2008 Pembentukan Peratan Daerah PartisipatifJe&karta Prestasi Pustakalm. 35
10 |bid
11 Aziz Syamsudin, 201Proses daTeknik Perundang/ndangan Jakarta: Siar Garfika, him 13.
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Sina besama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengeluarkan surat edaran

(SE) bersama Nomor 300/4&bkesbangpdJ/2022.

Pengaturan itu mencafiull poin berisi larangan dan ketentuan meandeae sejumlah
peraturan daerah (mka) seta Inmendagri Nomor 19ahun 2022. SE ini ditujukan kepada
pengelola/pimpinan usaha hiburan umum, hotel, restoran, rumah makan dan reakpat
hingga masyarakat umum Banjarmasin Ketentuan dalam SE Forkopimdatd Banjarmasin
tertanggal 30 Mate2022 itu meliputi:

1) Dilarang makan, minum ataiu merokok dli restoran, cafe, rumah makan, warung, rombong
dan sejenisnya maupun di tempat umurdadaulan Ramaddén dari waktumsyak hingga
waktu berbuka puasa.

2) Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan sepiskotik, karaoke danyb pada bulan
Ramadhan, H (satu hari sebelum) sampai H+1 (satu hari sesudah Lebaran).

3) Bagi restoran, rumah makan, faf@arung, rombong dansejenisnya dengan maksud
menyediakan langsur@yang yang berbuka puasa di tempat diberit@spensasi berjualan
mulai pukul 17.00 Wita s/d pukul 22.00 Wita. Bagi yang menyediakan untuk-ayeanrgg
yang bersahur diberikan dispensasjlmlanmulai pukul .00 Wita s/d 04.4 Wita, dengan
menerapkan ptokol kesehatan.

4) Bagi hotel maupun restorarumah maka, cafe warung, rombong dan sejenisnya dengan
maksud menyediakan oraogang yang berbuka puasa bersama di perbolehkan asalkan
sesua protokol kesehata dengan daya tampung maksimal 50 persen kigpasitas
ruangan/tempat, dan bila melangg&ara diberikam sanks sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.

5) Dilarang bagi setiap orang atau badan melakukan penjualan langsung mheraikohol
baik golongan pada waktu bulan Ramadhan berdasataPKota Banjarmasin Nomor 10
Tahun 2017 TentanBengawasn danPengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Pasal
26.

6) Bagi usaha toko olebleh (souvenir kuliner) sejenisnya (toko kelontong, tpkajualan
makanan kering dan sejenisnya), yang tidak mesdymakaAminum di tempat maka
diperbolehkan membuka@sahaya seprti biasa.

7) Bagi usaha salon kecantikan dan sejenisnya diperkenankan menjalankan usahanya dari
pukul 10.00 Wita s/d 17.00 Wita demganenerapkn prokes dan tidak diperkenankan
memberikan fdangan (makanan dan minuman) atau seperti larangaesdi

8) Dilarang memperjualbelikan dan membunyikan atau meledakkan petasan.

9) Bagi usaha biliar/bola sodok tidak diperkenakan membuka usahanya ketwmnduan
angka 2 Surat Edaran ini.

10) Bagi usah bioskop cinema agar mengubah dan menyesuaikan semantgpatunjukan
film yakni batasan akhir pemutaran tilm untuk sore hari pada pukul 18.00 Wita serta
batasan awal pemutaran film untuk malam hari mulkup22.00 Wita. Dan, film yang
ditayangkan tlak mengganggu kekhusukan orang yang sedang melaksabakiah id

87



p-ISSNNo. 23374667, elSSN NO. 1359957835
Februari 2022, Vol. 10 No. 01

bulan Ramadhan. Larangan pertunjukan film juga pada malam pertama awal Ramadhan,
malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan, malam hari Raya Idul Feyatval 1443 H.

11) Kepada warga masyarakat gamenemukan atau menyaksikan pelanggaran terhadap Perda
Nomor 4 Tahun2005 tentang Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan
Kegiatan pad Bulan Ramadhan, Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Usaha
Penyelerggaraan Hiburan dan Rekreasi, Perda Nofrbmahun 2017 tentang Tanda Daftar
usaha Pariwisata serta peraturgerundangundangan bisa melapor ke Satpol PP Kota
Bannjarmasin.

AdapunLarangan pada poin ke Malam surat edaran sebagana yang dimaksudi

atasini berdasarkamlalamPasal 2 PeraturaDaerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003

Juncto Peraturan DaeraiNomor 4 Tahun 2005tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan

Ramadhan disebutkan bahwa:

1. Dilarang membuka kegiatan temgaburan; restoran, warungombong dan sejenisnya
pada bulan Ramadhan,;

2. Larangan membuka tempat hiburan selama bulan Ramadhan; dan

3. Dilarang makan minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombong dan yang
sejenisnya dan di tempmpat umum dari nsa imsyak sampai dengan wakterlnka
puasa.

Perlu diketahui perda ini juga memberikan pengecualian dalam pengaturannya
sebagaimana disebutkaalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun
2003 Juncto Peraturan DaeraNomor 4 Tahun 2005tentang Larangan Kegiatarada Bulan
Ramadhan, diantamgia adalah:

1. Setiaporang yang membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya dengad maksu
untuk menyediakan bagi orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita;

2. Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi wasar atau yang
sejenisnya yampmmembuka dag@rannya mulai pukul 15.00 Wita;

3. Setiap hotel atau restoran yang termasatedori dan/atau status sebagai hotel dan restoran
yang melayani tamu asing (internasional), setelah mendapat dispensasi khusus tkari Kepa
Daeaah berdasarkan pertbangan DPRD; dan

4. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan tempat hiburan.

Pada kenyatannyasetiap bulan Ramadhan diota Banjarmasin secara otomaBerda
ini berlaku dengan sendirinya, Perda yang hanya satu kali mengalamalpen di tahun 2005
ini tentu sajakeberlakuannya di tiap bulan ramadahselalumelahirkan suatu masalatan
protes yang terakhir kali ini protedatang dari pedagang yang memperdagangkan makaioan
halal di waktu yangdilarang pada Perda tersebutatas Jika melihat di satu sisi Wdang
Undang membenarkan daerah untukembuatPerda sesuai dengan ukekan daerahatau
keunikan keberagaman, teita sisi lain ini sering kali dilupakan, disebutkan ada enam urusan
absolut yang tidak dibagikan kewenanggmkepada Pemeriahan di Daeralyang tetapdan
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hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negenitalpanan, keamanan,
peradilan, moneter, dan fidkaserta agama. Artinya peerintah daerah tidak memiliki
kewenangan unkumengatur peraturarentang agama, karena agama sudah menjadi wewenang
pemerintah pusatHal ini terdapat dalanPasal 10 Undangyndang Nomor 23tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah menyebaebadaismma b ahwa

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (@diputi:
politik luar negeri;
pertahanan;
keamanan;
yustisi;
moneter dan fiskal nasional; dan
agama.

Terjadinya pgentangan dengadndangUndang Nomor 23ahun 2014di Pasall0O ayat
(2) huruf f sebaaimana diseutkan oleh Penulis di atas sudah menjadelasan dalam
keberlakukanya pada aspek yuridisdak dapat dibenarkarSelain itu relvansi keberlakukan
PeraturarDaerahKota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003nctoPeraturan DaeraNomor 4
Tahun 2005tentang Larangan Kegiatan Pada Bulamfadhardari suut pandang keberlakukan
secara filofsnya nyabertentangan dengamilai-nilai Ideologi Pancasiladan konstitusinegara
UUD 1945 Yang artinya dibutuhkan sebuah modifikasi atau pembaharuan terRadapiran
DaerahKota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 20Ddo Peraturan Daeralomor 4 Tahun 2005
tentang Larangan Kegiatan Pada Bulam@dhamagar memenuhi aspek filosofian yurdis
maupun aspek sosiologis agar memberikan kepastianmhulan kemargfatan hukum bagi
seluruh masyarakat di Kota Banjarmasiepert yang diingkapkan olehT. Koopmans
menyatakan bahwa pembentukan undangang dewasa intidak lagi berusaha ke ain
kodifikasi melaikkan modifikag!?> A. Hamid S. Attamimi juga menyatakan pendapat yang
serupa. Menurutnya, untuk menghadapi perubahan demleangan kebutuhan masyarakat
yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkabemekan hukum melalui
penywsunan kodifikasiKarena pemikian tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum
selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin séetinggalan zamat?. Modifikasi
adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasg.akan menghasilkan normarma
baru denganujuan untuk megubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Modifikasi yang
cenderung visioner dan dinamis akan mengarahkan amrs&sy ke arah perkembangan yang
diinginkan. Van der Vlies menyatakan bahwa undandang kini tidak lagi terutamberfungsi
memberi bentuk kristésasi kepada nilanilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan
membentuk bagi tindakan politik yang menemtularah perkembangan niailai tertentut*

-0 o0 o

12T, Koopmans,1972 De rol van de wetgevedalam Holand Jaar rechtsleven, Tje&Millink, Zwole, him.
223.

BA Hamid S At t aKodifikasi Sebdbkan Hukum Selalu Berjalan di Belakang Kompas, 17
1988, hm. 12.

YA HamidS. At t ®ana yamng,Prinfer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau ModifikasiKompas,22 Maret
1988: IV.
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Undangundang bertujuan untuk mengubahngapat hukum yang berlaku, dareraturan
Perulangundangaryang mengubah hubungémbungan sosidf Dengan adanya modifikasi,
diharapkan hukum tidaklah ketinggalan kareakalu berada di belakang masyarakat layaknya
metode kodifikasiKodifikasi merupakn penyusunan dan penetaparapganperatura hukum
dalam kitab undangndangsecara sistematis mengenai bidang hukum yang agakluas.

Dalam modifikasi, arah perk#bangarmasyarakat dapat ditentukan sesuai dengan norma
hukum yang dibuat. Hal ini sesudengan konsepsi bahwa hukum atlaélat reka asial atau
law as a tool of social engineerirygng dinyatakan Roscoe Poutidvienurut Pound, Modifikasi
lebih fleksibeldan lelh visioner jika dibandingkan dengan kodifikasi. Selain itu, modifikasi
tidak memlntuhkan waktu yang lama karendak harus mamggu norma tersebut mengendap
terlebih dahulu di dalam kesadaran masyarakat. Oleh karenanya, modifikasi meletakkan huku
di demn masyarakat. Situasituasi yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya yensifadi
darurat, lebih banyak défesaikan degan norma hukum yang dibentuk secara modifikasi karena
memang tujuannya adalah menjadi respon. Hal ini sesuai dengaukom responsif yang
dinyatakan oleh Nonet dan Selztnick, bahwa hukum itu harus metgadgapan atas
permasalahan yanderjadi dalan masyarakat supaya hal tersebut dapat menemukan
penyelesaian. Hukum dipandang sebagai fasilitator respons atau samggapanterhadap
kebutuhan dan aspirasi sosial. Pandangan ini mengimplikasikan duaeftaimg, hukum itu
harus fungsiona pragmatik, bertujuan, dan rasional; kedua, tujuan menetapkan standar bagi
kritik terhadap apa yang berjalan. Ini berarti bahwaanjbenfingsi sebagai norma kritik dan
dengan demikian mengendalikan diskresi admini$tesita melunakkan resikiinstitutional
surrender’ . Dalam tipe ini, aspek ekspresi dari hukum lebih mengemuka ketimbang dalam dua
tipe lainnya, dan keadilan substfjuga dipentingkan di samping keadilan proseddfadonsep
hukum responsif ini merupakaerkembangan dari tatanan hukrepresif, y&ni konsep bahwa
hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat dan tatanan
hukum otolemus, yaki konsep bahwa hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu
mengendalika represi dan melindungi integistaya sendiri

Permasalahannya adalah, terkadang hukum yang dirumuskan kurang sesuai denga
kehendak masyarakat atau tidak mencerminkan leadialam masyarakat. Pembentukan
undangundang dengan cara yang modifikashgebaik disertai kajian yang mencukupapat
diharapkan hukum akan menjadi pedoman dan menjadi panglima, serta dapat heesleku s
dengan perkembangan masyaradRatlal ini cukup membahayakan karena hukum yang tidak

15].C. Van der Vlies]1987 Handboek Wetgeng, Zwole Tjeenk Willink, him. 9.

16 5.J. Fockema Andreae,Juridisch Woordenbd@i8s - Mr.N.E. Algra en Mr. HR.W. Gokkel, vijfde dryk
Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn,

17 Bernard L. Taya, 2010. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lag Ruang dan Generasiogyakarta:
Genta Publishinghim. 80.

18 Phillippe Nonet dan Philip Selznick978 Law and Society in TransitionNew York: Phillippe and Philip
Selznick, Harper & Rowhim 14 dst.Lihat jugaBernard Arief Sidhartel999 Refleksi Tetang Struktur [Imu
Hukum, Sebuah Penelitian tentangnéasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan [Imu Hukum Sebdgaidasan
Pengembangan lImu Hukum NasigrBandung: Mandiri Majuhim. 50-52

19 Maria Farida Indrati Soprapto, lImu PerundanglanganDasarDasar dan Pembentukannya
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dipatuhi akan kehilangan makna. Sagirahardjo menyatakan bahwa berbedagda ekbnomi

dan politik, hukum adalah institusi normatif. la akan kehilangan fungsipgbila tidak bisa
tampil dalam kekuatannya yang dé&man itu, yakni menundukkan perilaku masyarakat ke
bawah otoritasnya. Tengaja pemaksaan normatif itu memberikesithasil yang relatif. Ada
bangsa yang sangat patuh kepada hukumnya, ada yang befaigh, dan macamacam
gradasi lainnya. Tetapi, paduatu waktu tertentu bisa dirasakan bahwa fungsi normatif hukum
itu sudahmenijadi terlalu melemah dan hasil ikiaa cukip merisaukai® Hal ini dapat terjadi
karena beberapa faktor, misalnya kurangagalisa terhadap kondisi masyarakat, atau bahkan
adarya kepentingan politik yang justru membelokkan pembuatan kebijakan. Kamithsi yang

kini terjadi di Indonesia.Moh. Mahfud M.D., dalam bukunya, menjelaskan keadaan
pembentukan hukum di Indonesia ganenderung mengarah kepada mekanisme modifikasi,
namun sering diselubungi dengan keperluan politik. Menurutnya, hukum tidak e
subsistem kemasyarakatan lainnalitik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan
pelaksanaan hukum sehinggancul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistana @ntara
hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematifarB@anrpertanyaan lain yang
lebih spesik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum,
mengapa pdik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem ploiang bagaimana yang dapat
melahirkan produk hukum yang berkarakter sepgya. Upaya untuk memberi jawaban atas
pertaryaanpertanyaan tersebut merupakan upgglag sudah memasuki wilayah politik hukum.
Politik hukum secara gerhana dapat dirumuskan agh kebijaksanaan hukuntegal policy)
yang akan atau telah dilaksanak&caga nasional oleh pemerintah; mencagula pengertian
tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang
ada d belakang pembuatan dan pegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang
sebagai pasglasal yag bersifat imperatif atau keharusk@hausanyang bersifadas Sollen
melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyddaa8e{h bukan tidak
mungkin sangat ditenkan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan paashinya
maupun dam implementasi dan penegakandy®andinganMahfud tersebut menggambarkan
keadaan pembentukan undamgdang di Indonesia yang menitikberatkan pad#ipalaripada
hukum, walaupumproduk akhir politik tersebut tetap sebagai produk hukum yang harusildipat
oleh seluruh masyarakat. Hal inilaang kelum disadari oleh pembentuk undamgdang bahwa
keputusan politik yang dituangkan dalam suatu undert@rg merupakan produk hukum yang
secara yuridis, isinya harus dilaksanakan, walaupun kemudian disadesa lbadlangundang
tersebut sulit dilaksakan karena substansinya sarat dengan eleaemen politik. Mahfud
sendiri menyatakan bahwa hukum terpengarw qolitik karena subsistenolitik memiliki
konsentrasi energi yang lebih besar daripada hiféugendsi yang seperti ini biasa disebut
denganistilah politik hukum, yaitu politik dalam membuat kebijakan. Politik hukum nasional
dalam arti ini secara kotisisional dapat ditemukan @ah UndangUndang Dasar 1945. Pasal 1

20 Satjipto Rahardjo2003 fSistsisi Lain dari Hukum di Indonesia, Ko mp@$lm. 197ak ar
21 Moh. Mahfud MD 2002 Politik Hukum di Indonesialakarta: LP3ESm. 11
22 |phid.
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UUD 1945 memberikan landasan bagng&ep politik hukum (peraturan Perundamglangn)
nasional di Indonesia yang hendak diimplementasikan, sebagai berikut:

1) Negara Indonesia adalah negleaatuan yang berbentuk republik

2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurutdddddang Dasar.

3) Negara Indonesia adalah aeghukum.

Berdasarkan rumas Pasal 1 UUD 1945 itu maka konsep politik hukum (peraturan
Perundangindangan) nasional di Indonesia paling tidalartasi oleh 3 (tiga) prinsip yang
fundamental sebagai berikut:

1) Prinsip negara hukumvglfare statg

2) Prinsip negaa kesatuanupitary statg denganbentuk pemerintaharrepublk dengan
sistempemerintalpresidensialdan

3) Prinsip demokrasidemocracy.

Prinsip negara hukum harus dimaknai bahwa setiap tindakan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegaradnus didasari olehukum yang berlaku. Hal itdertujuan supaya setiap diskan
tersebut legal dan memperoleh legitimasi. Konsep kontrak sosial yang telahkadiur
sebelumnya menjadi dasar bahwa pemerintah sebagai sekelompok orang yang telah memperoleh
kedaulatan dari masyakat untuk dapat melakukpengaturan dengan tujuantuk memberikan
kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendimm Rafaeks ini, hukum
yang dibuat harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat katenesia
mengant sistem negara kesejahtanaatau welfare state. Permdeh waib mengambil segala
tindakan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Prkesiptuan harus dipahami bahwa
seluruh bagian dari Indonesia adalah suatu sistem yang terintégnagdak dapatidisahkan
sehingga suatu kgakan yang telah dibuat digpemerintah harus diberlakukan dan dipatuhi oleh
segenap bangsa Indonesia. Kemudgmsip demokrasi, harus dipahami bahwa rakyat
sebenarnya adalah pemegang kekuasaan tertinggindadgara. Rakyath yang sebenarnya
menentuka bagaimana jalannya nega®suai cita dan ideologi masyarakat yang bersangkutan.
Di Indonesia sendiri, konsepenhokrasi yang diterapkan adalah demokrasi perwakilan, dimana
warga masyarakat diwakili oleh setigipok orang yangetah memperoleh kepercayadari
masyarakat itu sendiruntuk dapat menjalankan pemerintahan. Menurut Jellinek, pemerintahan
mengandung duari yaitu arti formal dan arti material. Pemerintahan dalam arti formal
mengandung kekuasaan rgaturdan kekuasammemuts, sedagkan pemerintahan dalam arti
material berisi dua unsur memerintah dan urBardasarkan hal tersebut, dapat dikeitdéahwa
kekuasaan pemerintahan itu mengandiumga kekuasaan pengaturaalam arti membentuk
peraturan. Hal ini sesuai jugienganpendapat dari van Wijk dan W. Konbelt yang menyatakan
bahwa pelaksanaanuiting) dapat berarti @ngeluaran penetap@enetapn atau brupa
perbuatarperbuatan nyata laiga ataupun berupa pengeluaran peratyperaturan lebih lanjut
(gedelegeerde stgeving.?® Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah stau perwujudan dari
kegiatan pemerintahan adhlmembuat kebijakan yangaakdiberl&ukan bagi masyarakat. Atas

23H.D. van Wijk dan W. Konbelt1988 Hoofdstukken van adminiatiefrecht Culemborg: Lemmahim. 149.
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uraian dsar filosofis tersebut, pada dasarnya politik hukum dalam rangka membuat hukum
dengan cara modifikasi dibolehkan, selama tujuannya adalah bagi kemaslahatan rakyat secara
keseluruhan
Denganmelihat beberapa penjelasakait perundangindangan di atas jika dikaitkan
denganmateri muatarPerda di atas harus dikaitkan dengan Unddndang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menentukan pembagian urusan pemerintahan dan
pengaturan mengenai hak dan kgban pemerintah daerah, dan urusamsan pemerintah
daerah yang la yang menjadi kewenangan daerah untuk memga#@lam Perdanya. Hal ini
untuk lebih mempermudah penentuan materi muatan, norma, dan penerapannya. Sebagaimana
digambarkan di atas, untukempermudah penentuan materi muatan peraturan Perundang
undangan, diguakan penelaahan secara residu, di sampinglpg@man mengenai materi muatan
itu sendiri. Materi Muatan peraturan Perundamglangan adalah materi yang dimuat dalam
peraturan Perundanghdangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang
undangan.
Bagir Manan mengatakan ada lima pgingang terkandung dalam ajaran tentang tata

urutan peraturan perdangundangan, yait?*
1) Peraturan perundanghdangan yang lebih tinggi kedllkannya dapat dijadikan landasan

atau dasar hukum bagi peraturperundangindangan yang lebih rendah atauadedi

bawahnya.
2) Peraturan perundanghdangan tingkat lebih rdah harus bersumbatau memiliki dasar

hukum dari suatu peraturan perundamglangan tingkat lebih tinggi.
3) Isi atau muatan peraturan perangundangan yang lebih rendah tidak boleh yirapangi

atau bertentangan dengan peraturan perurdadgngan yantgbih tinggi tingkdannya.
4) Suatu peraturan perundangdangan hanya dapat dicabtdu diganti atau diubah dengan

peraturan perundangndarman yang lebih tinggi atau paling tidak dengang sedegjat.
5) Peraturarperaturan perundangndangan yang s&jis apabila mengatunateri yang sama,

maka peraturan terbaru harus diberlakukan, wypaia tidak dengan secara tegas dinyatakan

bahwa peraturayang lama itu dicabut. Selain itu peratussamg mengatumateri yang

lebih khusus kharus diutamakan dari peran perundangndaman yang lebih umum.

Dari beberapa pengat para ahli tersebut dap dianalisis apakah Peraturan Daerah
Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadtiakota Banjarmasin memiliki relevansi atau tidak,
jika dilihat dari unsur mengingapertama Peraturan Daerah Larangan Kegiatan Pada Bulan
Ramadhantersebut dengan menjadikan Undng-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapatundangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang PembentukanrDaeigkat
Il KalimantandanUndangundang Nomor 8 Tahun 198dntang Hukum Acara Pidandndang
undang Mmor 22 Tahun 1999 tentang PemeriataDaeral) Peraturan Pematah Nomor 25

24 Bagir Manan2004 Teori dan Politik Konstitusi, Cetakandkaa, FH Ull PressYogyakartahlm. 133.
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Tahun 2000 tentang, Kewenangan Pemerintah dan Kewendpiggonsi sebagaDaerah
Otonom.

Beberapa konderan tersebut sudaidak berlakulagi sehingga dibutuhkan evaluasi
dengan melakukarsinkronisasidenganaturan yang Ekbih tinggi Serta dalammenjadikan
Undangundarg Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selewkisan yuridis
menurut Penulis tidak tep&arena substan penegakan oleh pihak terkait terdapat kekeliruan
dalam bentuk s¥&si dari hasil peegakannya karena Undatigndang Nomor 8 Tahun 1981
lingkup sanksi dalam penegakan adalah pidana pokok dalam KudldRgéan Peturan Daerah
Larangan Kegiatan Pada BulanrRad han pada Pasal 6 menyatakar
ketentuan Pas&® ayat (2) Peraran daerah ini, selain dikenakan sanksi pidanagsetreana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sadksniatras berupa pencabutan izin
usaha

Dengan melihat fakta berdasarkan unsur yuridisnya di d&amturan Daah Kota
Banjarmasin Nomo# Tahun 2005 Perubah Peraturan Daerah Nomi3 Tahun 2003 tentang
Larangan Kegiatan Ba Bulan Ramadhatelah megalami ketidaksinkronaneshgan aturan
yang diatasnya dan ketidaktepagmempatan landasauridisnya undangindang di atasnya
yang menjadkonsideran juga merupakan masalah dari aspek yuridisnya.

Sedangkan dengan melihaspek sosiologisnyaatir belakary terbentuknyaPerda
larangan Kegitan Pada Bulan Ramadhan ini adalah karena Kota Banjarmasin deftagaing
memiliki penduduk muslim mayidas maka dianggap sangat mementukaatu regulasi yang
mengatur bagaimana perlindungan dan penertiladam pellesanaan ibadah pemeluk beragama.
Sebagaimana diketahui bahwa ibadah puasa merupakan salah satulstakunyang wajib
dilaksanakan oleh sepamuslim dan pelaksanaannya harusodmati oleh setiap muslim
maupun yang bukan muslinrAkan tetapi dengamelihat bahwa Banjrmasin juga sekarang
merupakanKota yang juga berkembang ekonomi dan bisnisnya sehingga dibutkbkarali
kajian dari aspek sodapis dengan melakukan evaluasi terhadap Perddamiyang terpenting
dari aspek sosiologis inetpenuhinyawargaminoritas agar Perda ini tidak diskriminatif dan
tidak menerakan unsur keadilan substantifnya. Sehingga tidak gardeepastian hukum dan
kemanfaatan hukum dari sebuah produk peraturan perungatangan dalam hal ini adalah
Peraturan Daah Kota Banjarrasin Nomor 4 Tahun 2005 PerubahPeraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2003 tentang Larangan KegiatadaPBulan Ramadhan

Peraturan Daah Kota Eanjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 PerubahPeraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan KegiatanlaP8ulan Rmadhan menurut Penulis
harus segra dilakukan evaluasi, yargada tahap perencanaanya harusnya melibgbleaan
serta semua pihak khususngmsyarakat dalam bentuk aspirasi. Hal ini gdala Pasal 35
UndangUndang Nomor 12 Tahun 20 tentang Pembentukdteraturan Perundangdangan
yang menyebutkah a h wa : ADal am penyusunan Presutlédaada Pr o
Pasal 34 ayat (1), penyusn daftar rancangan peraturan daerah progidasarkan atas:

a. perintah Peraturan Pemengundangan lebih tinggi
b. rencana pembangunan daerah;
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Cc. penyelemggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

Keterlibatan semua pihaterkait dalam tahap penyusunan, patmasan dan penetapan
serta pengundanganodifikasi dariPeratiran Daerah Kot&8anjarmasin Nomor 4 Tahun 2005
Perubahan Peraturddaerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan
Ramadhan telah diaanatkanddam Pasal 60 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (1) (2) B3sal 78, Pasal
79 Ayat (1) dan (2), Pasal 8®yat (1) dan Pasa87 UndangUndangNomor 12 tahun 2011.
Selanjutnya Peran sertaasyarakat diatur dalam Pasal 96 Undandang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Aebentkan Peraturan Perundangdangan yang berisi hak untuk memikemn
masukan secara lisan dan/atau tulisdardgembentukan peraturan perundamglangan yang
dilakukan melalurapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar lokakarya
dan diskusi. Beberapa dasar hukum tentang partisipasi masyaralam dperencanaan,
penyusunan, pembahasan, papen dan pengundangan suatu regulasi khususnya yang termuat
dalam Rsal 96 Undangndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perindangundangan tidak disebutkan secara ekplisit bagaimana maatyard&pat
menyampaikan masukan, hanya sajaragspiersebut ternyata dapat ditampung sejak tahapan
perencanaan dain penyusunan prolegda.

Ketentuan di atabarusdilaksanakarsepenuhnya daim memodifikasiPeraturarDaerah
Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 20DihctoPeraturan Daeradomor 4 Tahun 2005ertang
Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhsghinggamenjadikan Peraturan Daerah ténse
sebagai peraturan daerah yamgspondi dan berkedilan substantif bagi warga dta
Banjarmasin Hal ini dilakukan agar terjadiepastian hukum dan kemanfaatan hukusfeih
menjalankan kehidupan beragama dengan umat yamg la

KESIMPULAN

PeraturarDaerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008ctoPeratuan DaerafNomor 4
Tahun 2003entang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramaditiak memenuhiaspé filosofis,
yuridis, sosiologissebagai suatu perundangdangan yang baik berdasarkan Undamgang
Nomor 2 Tahun2011Tentang PembentukareRturan PerundgrJndangandan bertentangan
dengan Undangyndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sehingga
dibutuhkan modifikasi hukunyang sifatnya resfonsif dan berkeadilan substaatifadap Perda
terselut agar tewujudnyakepastian hukum dakemanfagan hukum bagseluruh warga Kota
Banjarmasin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

95



p-ISSNNo. 23374667, elSSN NO. 1359957835
Februari 2022, Vol. 10 No. 01

Abdulkadir Muhammad. 2@GD Hukum dan Peneldéin HukumBandung PT Citra Aditya Bakti
Aziz Syamsudin, 201Proses dameknik Perundangyndangan Jakarta: Siar Garfika

Azhari, Negara Hukum Indonesi®95 Anal i si s Yuri dis Normatif
Jakarta.: Ul Press

Bagir Manan2004 Teori dan Politik KonstitusiCetakan keda Yogyakarta FH Ull Press

Bernard L. Taya, 2010. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Last Ruang dan Generasi
Yogyakarta: Genta Publishing

H.D. van Wik dan W. Konbelt,1988 Hoofdstukken van adminiatiefrecht Culemborg:
Lemma

I.C. Van der Vlies1987Handboek Wetgeng, Zwole, Tjeenk Willink

Jazim Hamidi2008 Pembentukan Peratan Daerah Partisipatif Jekarta Prestasi Pustaka
Maria Farida Indrati Soprapto, lImu PerundamglanganDasarDasar dan Pembentukannya
Moh. Mahfud MD 2002, Politik Hukum di Indonesialakarta: LP3ES

Philippe Nonet & Philip Selznick003 Hukum Respoiifs Pilihan di Masa Transisi
Penerjemah Rafael Edy Bosdakarta: Ford FoumdionHuMa.

Phlipus M. Hadjon dkk2008 Pengantar Hukum Administrasi Indonesyagyakarta Gadjah
MadaUneversity Press

Phillippe Nonet dan Philip Selznick978 Law andSciety in Transition New Yok: Phillippe
and Philip Selznick, Harper & Rqvihim 14 dstLihat jugaBernard Arief Sidhartd.999
Refleksi Tetang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentangdasi Kefilsafatan
dan Sifat Keilmuan llmu Hukum Sebagai Hasan Pengembangan Iimu Hukum
Nasional Bandung: Mandiri Maju,

Siswanto Sunarn@012 Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesl&karta Sina Grafika
Sarifuddin Azwar. 1998Metode PenelitianYogyakarta Pustaka Pelajar

S.J. Fockema Andreae,Juridisé¥oordenboek, 1985 Mr.N.E. Algra en Mr. HR.W. Gokkel,
vijfde druk, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn

96

Ten



p-ISSNNo. 23374667, elSSN NO. 1359957835
Februari 2022, Vol. 10 No. 01

T. Koopmans1972. De rol van de wetgevedalam Holand Jaar rechtsleven, Tje®Villink,
Zwole.

Jurnal

Charles Simabur&onstitusionatas Pembatalan Peraturabaerah Melalui Keputusan Menteri
Dalam Negerj Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstiti&epublik Indonesia, Volume 1V
No.1, 2011

Artikel
A. Hamid S At t ami mi
Felruari 1988

, AKodi fi kasi Sebabkan Hukum S

A.Hamid SAt t a mi mi
(22 Maret 198): V.
Satjipto Rahardjo2003 fiSistsisi Lain dari Hukum di Indonesia, Ko mptas, Jakar

, AMana yang Primer DewWanpas, | ni

Peraturan PerundangUndangan
UndangUndang DasaNegara Republik IndonesiTahunl945

UndangUndang Nomor 2 Tahun2011Tentang Pembentukarefaturan Perundarigndangan
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerint&laarah

PeraturarDaerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008ctoPeraturarDaerahNomor 4
Tahun 206 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

97



